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BABIV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Implementasi Misi Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan 

Masyarakat Di Dusun Sirih Sekapur 

Dusun Sirih Sekapur merupakan salah satu dusun di Kecamatan Jujuhan, 

Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Berbeda dengan daerah Jainnya di 

Indonesia, Kabupaten Bungo menyebut Dusun sebagai pengganti Desa sesuai 

Peraturan Daerah Nomor Nomor 09 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun, dan Dusun 

menjadi Kampung. 

Jumlah penduduk Dusun Sirih Sekapur saat ini berjumlah 428 jiwa 

terdiri atas 204 jiwa laki-laki dan 224 jiwa perempuan. Semua penduduk 

memeluk agama Islam dan berasal dari etnis Melayu Jambi. Sebagian besar 

penduduk Dusun Sirih Sekapur berada pada usia produktif, yaitu sebesar 67% 

berada pada kisaran usia 15-60 tahun. Lainnya adalah 7% pada kisaran umur 

0-4 tahun, 20% pada kisaran usia sekolah atau 5-14 tahun dan sisanya 

sebanyak 6% berusia di atas 60 tahun. 

Hampir separuh dari penduduk Dusun Sirih Sekapur berpendidikan SD 

yaitu sebanyak 159 jiwa. 70 jiwa berpendidikan SLTP sederajat, 70 jiwa 

berpendidikan SLT A sederajat dan telah ada yang menamatkan pendidikan 

hingga program diploma atau sarjana sebanyak 45 jiwa. Dusun ini 

dikategorikan sebagai desa miskin dengan tingkat pendapatan di bawah rata

rata. Sumber pendapatan tunai harian berasal dari karet, pendapatan musiman 
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diperoleh daeri durian dan buah-buahan lainnya yang ditanam di kebun karet 

campur, dengan sumber penghidupan utama lainnya adalah padi sawah. 

Produktif memilih menjadi petani sebagai mata pencahariannya. Petani 

dimaksud merupakan petani pekebun dimana kebun sebagai sumber mata 

pencaharian utamanya selain ada juga yang menanam padi di sawah. Dari 

berbagai mata pencaharian tersebut, pendapatan yang diterima oleh 

masyarakat Dusun Sirih Sekapur sebagian besar atau mencapai 65% berada 

pada kisaran 1,7-5 juta rupiah per bulannya. Hanya 25% yang berada di 

bawah 1, 7 juta rupiah per bulannya dan 10% yang menerima pendapatan tiap 

bulannya di atas 5 juta rupiah. Hingga kini petani masih menempati urutan 

petama mata pencaharian penduduk Dusun Sirih Sekapur. Sebanyak 148 jiwa 

dari 327 jiwa usia. 

Tujuan pembangunan daerah yang diharapkan, diperlukan adanya bentuk 

sinergis antar peran birokrasi dengan keterlibatan aktif setiap masyarakat 

sebagai pelaku pembangunan. Partisipasi masyarakat yang bersifat aktif dalam 

pembangunan infrastruktur fisik adalah bentuk kesadaran yang tidak bisa 

muncul dengan sendirinya. Oleh karena itu kesadaran tersebut harus 

dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya 

sendiri. 

Adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan 

secara merata, dan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja. Pembangunan 

yang tidak merata adalah karena suatu pembangunan sudah tidak memandang 

arti pentingnya keterlibatan subyek dalam menyelenggarakan pembangunan 

itu sendiri. Partisipasi masyarakat da1am pembangunan infrastruktur fisik 
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daerah sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemenintah 

daerah apa sebenamya yang mereka butuhkan. 

Partisipasi juga hams ada ketika pemerintah daerah membutuhkan 

sebagian dari hak milik mereka dengan ditukar dengan nilai yang sepadan. 

Pengertian akan partisipasi ini menekankan pada paradigma bottom up pada 

administrasi pembangunan dimana elemen terpenting dalam pembangunan 

adalah dengan adanya modal sosial yang kuat dan memberikan sumbangsih 

dalam setiap kebutuhan pembangunan. 

Dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di 

Dusun Sirih Sekapur Guna diperoleh bahwa fakta di lapangan, program 

PDPM di Dusun Sirih Sekapur lebih terfokuskan pada misi ke 4, yaitu 

peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi 

masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan program PDPM di Dusun 

Sirih Sekapur pada tahun 2014, yaitu pembangunan drainase dengan panjang 

730 meter dengan anggaran Rp. 100 juta dan progressnya sudah mencapai 

70%. 

Kemudian pada program PDPM di Dusun Sirih Sekapur pada tahun 

2013, berdasarkan data yang Penulis peroleh, program yang dilaksanakan 

adalah pembangunan Posyandu Bronjong dengan anggaran Rp. 100 juta dan 

pembangunan Rabat Beton yang progressnya sudah 1 00%. 

Berdasarkan data tersebut, dapat dinyatakan kegiatan PDPM yang 

bergulir merupakan bentuk pembangunan infrastruktur fisik dalam membantu 

para petani untuk mendapatkan akomodasi berupa akses jalan yang baik dan 

juga pe1ayanan kesehatan yang baik. Namun permasalahannya ada1ah bahwa 
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tujuan utama dari program PDPM adalah meningkatkan partisipasi seluruh 

masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, 

dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 

pelestarian pembangunan. 

Berdasarkan penelitian Penulis di lapangan, tingkat partisipasi 

masyarakat dalam mengikuti program PDPM di Dusun Sirih Sekapur 

sangatlah rendah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 

I. Comunication (Komunikasi) 

Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai 

proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu 

juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan 

sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran. Hal 

tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan 

kebijakan. 

Dalam PDPM di Dusun Sirih Sekapur, misi Program Daerah 

Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Kabupaten Bungo, yaitu: 

a. peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; 

b. pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; 

c. pengektifan fungsi dan peran pemerintah lokal; 

d. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan 

ekonomi masyarakat; 

e. pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. 
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Dalam rangka mencapai visi dan misi PDPM, strategi yang 

dikembangkan PDPM, yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai 

kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta 

mengembangkan kelembagaan kerja sama antar Dusun. Berdasarkan visi, 

misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PDPM lebih menekankan 

pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui 

PDPM diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan, 

yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan. 

Dalam pelaksanaan di lapangan, berdasarkan hasil penelitian yang 

Penulis peroleh, program PDPM di Kabupaten Bungo, khususnya di 

Dusun Sirih Sekapur, lebih dilakukan pada misi ke 4 (empat), yaitu 

peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan 

ekonomi masyarakat. Hal tersebut bertolak belakang dengan visi PDPM 

Kabupaten Bungo yang menginginkan tercapainya kesejahteraan dan 

kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Berdasarkan fakta di lapangan, 

bahwa pelaksanaan program PDPM di Dusun Sirih Sekapur pada tahun 

2014, yaitu pembangunan drainase dengan panjang 730 meter dengan 

anggaran Rp. I 00 juta dan progressnya sudah mencapai 70%, sedangkan 

program pelatihan pembangunan pertanian yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat Dusun Sirih Sekapur tidak terlaksana, sehingga berakibat 

tingkat partisipasi masyarakat pada program PDPM di Dusun Sirih 

Sekapur sangat minim, yang pada akhimya visi dan misi PDPM Dusun 

Sirih Sekapur tidak terlaksana dengan baik. 

16/41766.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



100 

Menurut Penulis, hal tersebut disebabkan karena kurangnya 

informasi dari pemerintah daerah yang diterima oleh masyarakat Dusun 

Sirih Sekapur. Menurut Penulis, oleh karena sebagian besar tingkat 

pendidikan masyarakat di Dusun Sirih Sekapur masih sangat rendah, maka 

tingkat kepekaan dan keingintahuan akan informasi tentang program 

PDPM di Dusun Sirih Sekapur masih sangat rendah pula, sehingga apabila 

pemerintah daerah K.abupaten Bungo sebagai pelaksana dari program 

PDPM di Dusun Sirih Sekapur tidak memberikan informasi yang jelas 

tentang maksud dan tujuan dari diadakannya program PDPM di Dusun 

Sirih Sekapur kepada masyarakat Dusun Sirih Sekapur, maka akibatnya 

adalah masyarakat Dusun Sirih Sekapur tidak mengetahui apa yang harus 

dilaksanakan ataupun diberikan untuk mendukung program PDPM di 

Dusun Sirih Sekapur. 

2. Resources (Sumber Daya) 

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

terhadap terlaksanakanya keberhasilan terhadap suatu implementasi, 

walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 

akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk 

melaksanakan kebijakan maka tidak akan betjalan dengan efektif. Sumber 

daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, 

seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya 

peralatan, sum her daya informasi dan kewenangan. 

Dalam pelaksanaan program PDPM di Dusun Sirih Sekapur, 

berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan, pelaksanaan program PDPM 
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di Dusun Sirih Sekapur hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur 

seperti pembangunan jalan dan drainase. Program-program Jain seperti 

kegiatan pelatihan yang me1ibatkan partisipatif masyarakat dalam 

mendayagunakan sumber daya Jokal tidak betjalan dengan baik, sehingga 

sasaran pemberdayaan sosial tidak tercapai. 

Sasaran pemberdayaan sosial adalah terciptanya kondisi masyarakat 

yang mampu mengidentifikasi permasa1ahan-permasalahan sosial yang 

tetjadi dalam komunitasnya untuk kemudian dilakukan pemecahan 

masalahnya sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki serta dengan 

memanfaatkan peluang-peluang yang mungkin didapatkan. Perrnasalahan 

sosial yang dimaksud meliputi kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, 

kesetaraan gender, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Kegiatan 

penanganan masalah sosial dalam PDPM Dusun Sirih Sekapur dikelola 

oleh unit penge1ola sosial (UPS) yang berada di bawah koordinasi BKM. 

Pelaksanaan kegiatan pembcrdayaan sosial dalam PDPM Dusun 

Sirih Sekapur terrnasuk sangat kurang dimana dari rencana-rencana 

kegiatan yang telah diprogramkan hampir semua be1um terlaksana, karena 

dana kegiatan yang sedianya digunakan untuk kegiatan sosial dialihkan 

sementara untuk membantu penyediaan jaringan air bersih bagi 

masyarakat. 

Rencana-rencana kegiatan sosia1 yang disusun antara lain pelatihan 

kerajinan batu, penyu1uhan penanggu1angan narkoba, penyuluhan 

kesehatan ibu hamil, penyuluhan KB, pengasapan (fogging) untuk 

pemberantasan penyakit demam berdarah, penyediaan pupuk untuk petani, 
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pelayanan pengobatan gratis, kursus komputer, beasiswa bagi anak kurang 

mampu, dan pendirian perpustakaan desa. 

Sebagaimana program-program pembangunan yang lain 

permasalahan utama yang sering menjadi penyebab terlaksana atau 

tidaknya suatu rencana kegiatan adalah permasalahan pembiayaan. 

Demikian juga dalam pemberdayaan sosial di Dusun Sirih Sekapur yang 

belum terlaksana karena dana yang ada dialihkan sementara untuk 

kegiatan yang lain, sedangkan salah satu elemen dalam peningkatan 

kapasitas masyarakat adalah pengembangan kreativitas dan peningkatan 

akses terhadap informasi dan jaringan kerja, sehingga apabila kegiatan 

yang direncanakan dinilai sangat penting dan urgen setidaknya ada upaya 

untuk mencari altematif pembiayaan lain agar program dapat tetap 

terlaksana. Meskipun dilihat dari sudut pandang manajemen kegiatan hal 

tersebut kurang tepat namun dilihat dari aspek pengambilan keputusan 

maka masyarakat bisa dikatakan telah memiliki kapasitas yang cukup 

untuk memutuskan sendiri hal-hal yang dianggap lebih penting karena 

dalam semangat pemberdayaan masyarakat adalah penentu kebijakan bagi 

mereka sendiri. 

3. Disposition (Disposisi) 

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh 

pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat 

demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau 

watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik 

sesuai dengan sasaran tujuan dari keinginan pembuat kebijakan. 
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Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, 

dimana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena 

dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu 

pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga 

dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai. Respon masyarakat juga dapat 

menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan 

sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak. 

Dalam PDPM Dusun Sirih Sekapur, berdasarkan hasil penelitian 

yang Penulis lakukan, ditemukan fakta bahwa kegiatan-kegiatan pelatihan 

yang sudah terlaksana dalam PDPM Dusun Sirih Sekapur sebagian besar 

adalah kegiatan yang diprogramkan oleh fasilitator pendamping dan 

bersifat general serta dilaksanakan di semua desa/kelurahan, sedangkan 

kegiatan pembelajaran yang mumi muncul dari inisiatif masyarakat bel urn 

ada, meskipun dari dokumen perencanaan dapat dilihat agenda-agenda 

pelatihan atau pembelajaran masyarakat cukup banyak. Dari hal tersebut 

dapat dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran di Dusun Sirih Sekapur 

belum efektif dalam memberikan pembelajaran bagi semua anggota 

komunitasnya. 

Menurut Penulis, hal tersebut dikarenakan dalam penyusunan 

program kegiatan-kegiatan PDPM Dusun Sirih Sekapur, para stake holder 

dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, tidak 

mengikutsertakan masyarakat Dusun Sirih Sekapur dalam penyusunan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, sehingga kegiatan-kegiatan PDPM 
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Dusun Sirih Sekapur sama seperti kegiatan-kegiatan di desa-desa lainnya, 

yang menurut Penulis, setiap desa berbeda-beda kebutuhannya. 

4. Bureaucratic Structur (Struktur Birokrasi). 

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat 

dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi 

merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh 

besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Di dalam struktur birokrasi terdapat 

dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur 

birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur 

operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini 

merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau 

menjalankan tugasnya. 

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan, dari keluaran proses 

perencanaan berupa program yang tersusun, pemberdayaan sosial di 

Dusun Sirih Sekapur cukup baik karena sebagian besar benar-benar 

merupakan kebutuhan masyarakat sebagaimana basil pemetaan swadaya 

sebelumnya, namun dokumen perencanaan seharusnya memuat secara 

lebih detail skenario dan strategi pelaksanaannya. Strategi dan skenario 

yang dimaksud adalah sebagai panduan dalam melakukan prioritasi dan 

acuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial, sehingga sasaran 

yang direncanakan benar-benar dapat tercapai. 

Kegiatan pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu komponen dalam 

PDPM Dusun Sirih Sekapur dimaksudkan untuk memberikan stimulus bagi 

masyarakat guna menjalankan usaha perekonomian, sehingga diharapkan 
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dapat memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan serta mengurangi 

kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dimaksud berupa 

pengelolaan dana pinjaman bergulir dan pembinaan usaha yang secana 

kelembagaan dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang berada di 

bawah koordinasi BKM. Peminjaman dana bergulir harus dilakukan melalui 

mekanisme KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau kelompok kecil 

masyarakat yang terdiri dari I 0 orang untuk mengajukan peminjaman dana 

secara berkelompok. Proposal pengajuan dana yang diajukan KSM baru dapat 

direalisasikan setelah dilakukan diverifikasi oleh UPK dan disetujui oleh 

BKM. 

Kegiatan perguliran dana pinjaman di Dusun Sirih Sekapur terrnasuk 

dalam kategori yang bagus dimana dari hasil review keuangan yang 

dilaksanakan pada akhir tahun kedua (tahun 2009) menunjukkan kinerja yang 

sangat baik. Kejadian kredit macet (non performing loan) sangat kecil. 

Kemajuan dalam pengelolaan keuangan ini tidak terlepas darj komitmen dan 

kerjasama antara KSM dan UPK selaku pengelola perguliran dana dan itikad 

baik dari semua anggota masyarakat untuk menjalankan sistem dana bergulir 

terse but. 

Kondisi pengelolaan perguliran dana pinjaman di Dusun Sirih Sekapur 

yang cukup baik saat ini belum didukung oleh pembinaan usaha yang optimal. 

Masyarakat yang mengajukan pinjaman terbatas pada besaran dana pinjaman 

yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- dan hampir 

semua anggota KSM meminjam sejumlah tersebut. Seharusnya besaran 

pinjaman menyesuaikan dengan dana yang dibutuhkan dari skala usaha yang 
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akan dikembangkan. Aspek dalam pembinaan usaha yang lain yang belum 

dijalankan antara lain adalah fasilitasi untuk membuka lapangan usaha baru, 

diversifikasi usaha dan bantuan mengakses jaringan pemasaran serta 

informasi-informasi bisnis dari dunia luar. 

Menurut Penulis, dilihat dari aspek pengembangan kapasitas, maka bisa 

dikatakan kondisi masyarakat yang ada sekarang belum banyak mengalami 

peningkatan kemandirian dalam mendapatkan peluang untuk mendapatkan 

pekerjaan sehingga dapat menmgkatkan tingkat kesejahteraannya. Sasaran dan 

pemberdayaan ekonomi ini sebenamya adalah meningkatnya kapasitas 

masyarakat untuk mengakses peluang-peluang dan mengelola sumber daya 

perekonomian yang tersedia, melalui pemberian stimulus dan pembinaan 

usaha secara intensif dan berkelanjutan, maka masyarakat dapat dikatakan 

berdaya secara ekonomi ketika mereka mampu menjalankan roda 

perekonomian dalam komunitasnya secara baik, efektif dan efisien. Kondisi 

semacam itu -belum nampak dalam komunitas masyarakat di Dusun Sirih 

Sekapur karena keberadaan stimulus dana yang ada belum dibarengi dengan 

pembinaan usaha secara terpadu. 

Berdasarkan prinsip dasar PDPM, di antaranya adalah bertumpu pada 

pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan 

manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak 

langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik 

semata. 

Menurut Penulis, pembangunan infrastruktur seperti drainase, 

pembangunan jalan dan lainnya merupakan program PDPM yang sangat 
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penting guna mendukung aktifitas masyarakat Dusun Sirih Sekapur. Namun, 

tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kegiatan seperti pelatihan-pelatihan 

yang bertujuan agar masyarakat Dusun Sirih Sekapur dapat memanfaatkan dan 

meningkatkan sumber daya lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber 

daya manusia yang bertujuan agar kehidupan di Dusun Sirih Sekapur menjadi 

lebih baik dan pada akhimya adalah program pemerintah dalam memberantas 

kemiskinan akan terwujud di Dusun Sirih Sekapur. Kegiatan pelatihan 

tersebut, seperti pelatihan peningkatan produksi pertanian, sehingga dengan 

bertambahnya pengetahuan masyarakat Dusun Sirih Sekapur tentang 

bagaimana caranya meningkatkan produksi pertanian, maka meningkat pula 

pendapatannya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan catatan melalui perencanaan yang 

sistematis, sehingga ketika implementasinya dapat dilakukan dengan baik dan 

benar. Program pelatihan pembangunan pertanian diupayakan untuk makin 

menumbuhkan aspirasi masyarakat tani di Dusun Sirih Sekapur sebagai pelaku 

pembangunan. Berbagai bantuan seperti pelatihan yang ditujukan kepada 

masyarakat tani semata-mata dimaksudkan untuk menumbuhkan swadaya dan 

swakarsa masyarakat dalam pembangunan dan bukan malah menimbulkan 

ketergantungan. 

Berdasarkan data yang Penulis peroleh, pelaksanaan PDPM di Dusun 

Sirih Sekapur banyak kekurangannya, di antaranya adalah: 

I. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, 

dan melestarikan pembangunan; 
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2. Kurangnya pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih 

kegiatan yang dibutuhkan; 

3. Data penduduk miskin yang tidak lengkap; 

4. Kurangnya pemberian akses informasi kepada setiap penduduk desa 

mengenai peluang, kebebasan memilih, dan memutuskan; 

5. Tidak adanya penciptaan suasana kompetisi yang sehat dalam pengajuan 

usulan kegiatan; 

6. Lemahnya penerapan teknologi tepat guna dan padat karya; 

7. Minimnya penggalakkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan 

pelestarian pembangunan. 

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Misi Program Daerah Pemberdayaan 

Masyarakat di Duson Sirih Sekapurdan Bagaimana Solusi 

Penyelesaiannya 

Tantangan bangsa Indonesia di era otonomi daerah ini tidaklah ringan 

mengingat ada semacam fenomena dimana sementara bangsa-bangsa lain 

sudah sating berkompetisi untuk terus maju dalam rangka meningkatkan daya 

saingnya, bangsa Indonesia justru terpuruk dalam pembenahan masalah

masalah ekonomi, sosial maupun politik di dalam negeri. Dibalik itu semua 

ada permasalahan yang paling mendesak untuk dicari pemecahannya saat ini 

adalah masalah kemiskinan. 

Mengingat permasalahan kemiskinan ini seakan beranjak di tempat 

terlebih hila kita melihat kondisi kemiskinan bangsa Indonesia terkini. 

Terungkap dari kajian terbaru dari Bank Dunia yang menyimpulkan bahwa 
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kemiskinan di negara Indonesia bukan sekadar I 0-20% penduduk yang hidup 

dalam kemiskinan absolut (extreme poverty). Tapi ada kenyataan lain yang 

membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60% penduduk Indonesia 

saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. 

Kondisi di atas jelas memprihatinkan mengingat realita kemiskinan di 

atas jelas bukanlah permasalahan yang mudah diatasi mengingat kondisi 

kemiskinan yang harus ditanggulangi mencakup banyak segi. Pemilikan 

sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang terbatas dan 

ketidaksamaan kesempatan dalam menghasilkan akan menyebabkan 

keikutsertaan dalam pembangunan tidak merata. Ini semua pada gilirannya 

menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan selanjutnya 

menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. 

Secara umum permasalahan kemiskinan dan ketidakberdayaan 

disebabkan oleh dua faktor utama yang saling mengkait satusama lain, yaitu 

Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut permasalahan 

dan kendala yang berasal dari dalam individu atau masyarakat miskin yang 

bersangkutan, seperti rendahnya motivasi, minimnya modal, lemahnya 

penguasaan aspek manajemen dan teknologi.Sementara faktor eksternal 

penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan adalah belum kondusifnya aspek 

kelembagaan yang ada. Di samping masih minimnya infrastruktur dan daya 

dukung lainnya sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat tidak 

dapat ditumbuhkembangkan. 

Berpijak pada logika penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan 

masyarakat itu maka menurut Penulis, strategi pemberdayaan masyarakat yang 
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diterapkan harus menyentuh permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat, baik pada sisi internal maupun ekstemal. Para pelaku 

pembangunan dituntut untuk secara konsisten dan berkesinambungan 

menciptakan dan membina kebersamaan, sehingga dampaknya bukan hanya 

pada pemberdayaan posisi masyarakat lapisan bawah namun lebih jauh juga 

pada penguatan sendi-sendi perekonomian negara secara keseluruhan. Hal 

tersebut terjadi pula dalam pelaksanaan misi Program Daerah Pemberdayaan 

Masyarakat di Dusun Sirih Sekapur, yang tentunya terjadi berbagai hambatan 

dalam pelaksanaannya. 

Menurut Penulis, hambatan dalam pelaksanaan misi Program Daerah 

Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Sirih Sekapur, yaitu: 

I. Kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan 

proses pembangunan yang menganggap masyarakat hanya sekedar obyek 

pembangunan. 

Kegiatan partisipasi masyarakat pada parameter prakarsa menunjukkan 

tingkatan konspirasi. Dalam hal pembangunan drainase dan jalan desa 

pada program PDPM di Dusun Sirih Sekapur, masih sangat dominan 

pemerintah. Namun demikian pemerintah berusaha meningkatkan peran 

masyarakat untuk ikut dalam kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan. 

Permasalahan yang berhasil Penulis identifikasi adalah kurang 

terkuasainya metode dan teknik partisipasi oleh masyarakat, sehingga 

masyarakat perlu diberikan pelatihan secara lebih sering dalam kegiatan 

yang sejenis. Juga teridentifikasi bahwa pemerintah masih menganggap 

masyarakat sebagai obyek pembangunan, bukan sebagai pelaku 
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pembangunan sepenuhnya. Untuk selanjutnya, masyarakat perlu diberikan 

kepercayaan yang lebih dalam pembangunan. 

2. Masyarakat yang mengharapkan insentif; 

Mayoritas masyarakat Dusun Sirih Sekapur adalah masyarakat yang 

berpenghasilan rendah, sehingga hal ini menyebabkan kurangnya 

partisipasi masyarakat. Berdasarkan data yang Penulis peroleh, 

teridentifikasi permasalahan bahwa masyarakat Dusun Sirih Sekapur 

masih mengharapkan insentif dari tenaga yang di sumbangkannya. Hal ini 

teljadi memang karena faktor ekonomi yang masih menjadi akar 

permasalahan. Faktor masyarakat yang masih sebagai obyek pembangunan 

juga menjadi penyebabnya kurangnya antusiasine warga untuk partisipasi 

dalam pembiayaan. 

3. Masyarakat tidak terorganisir dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk 

terlibat secara produktif dalam preses pengambilan keputusan. 

Permasalahan yang muncul dalam hal pengambilan keputusan adalah 

bahwa masyarakat memang tidak mempunyai kapasitas yang memadai 

untuk terlibat produktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini terjadi 

karena dalam hal pengambilan keputusan seperti bangunan apa yang 

dibuat serta lokasi mana yang dipilih untuk pembangunan infrastruktur 

yang dipilih tersebut tanpa melibatkan masyarakat Dusun Sirih Sekapur. 

Pemerintah daerah hanya melihat bahwa ada infrastruktur yang diperlukan 

oleh masyarakat dengan mengetahuinya melalui observasi terlebih dahulu, 

sehingga menurut Penulis, partisipasi masyarakat menjadi rendah seiring 

dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam hal pembuatan keputusan. 
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Indikator untuk sebuah komunitas atau masyarakat bisa dianggap 

berdaya adalah apabila mereka memiliki kemampuan dan kapasitas untuk 

mengatasi permasalahan da1am komunitasnya sendiri berdasarkan somber 

daya yang dimiliki dan mampu mengelola pembangrinan dalam komunitasnya 

secara berkelanjutan. Indikator tersebut sebenamya lebih mengacu kepada 

kapasitas masyarakatnya daripada capaian hasil pembangunan yang telah 

didapatkan, karena dengan kapasitas masyarakat yang memadai, maka 

jaminan untuk keberlanjutan pemberdayaan masyarakat bisa lebih dapat 

diandalkan. 

Melihat partisipasi masyarakat Duson Sirih Sekapur untuk turut andil 

dalam memberikan swadaya baik berupa finansial, material maupun tenaga 

yang cukup rendah maka bisa dikatakan bahwa masyarakat Duson Sirih 

Sekapur belum mampu mandiri dalam hal pembangunan di lingkungannya. 

Namun apabila dilihat dari aspek kepentingan umum yang 1ebih luas maka 

partisipasi masyarakat tersebut lebih dimotivasi oleh nilai manfaat yang akan 

mereka dapatkan sendiri. Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya 

seharusnya lebih termotivasi untuk memberikan kemanfaatan bagi 

kepentingan umum, utamanya masyarakat miskin sasaran utama dalam 

program penanggu1angan kemiskinan tersebut. 

Menurut Penu1is, evaluasi mengenai keberdayaan masyarakat dapat 

dilakukan melalui dua pendekatan yaitu evaluasi yang dilaksanakan sendiri 

oleh masyarakat selaku aktor dan pelaku pembangunan dan evaluasi oleh 

pihak 1uar da1am hal ini oleh Penulis. Evaluasi o1eh masyarakat sendiri lebih 

bersifat tindakan evaluatif praktis, yaitu evaluasi tentang pe1aksanaan siklus 
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pemberdayaan, evaluasi kelembagaan, implementasi atau capaian program 

yang telah direncanakan, sedangkan evaluasi oleh Penulis sebagai pihak luar 

lebih bersifat untuk mengevaluasi proses pemberdayaan yang ada saat ini dari 

sudut pandang akademis berdasarkan kondisi-kondisi ideal yang diharapkan 

dalam proses pemberdayaan masyarakat. 

Evaluasi keberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sendiri oleh 

masyarakat dilakukan dalam bentuk review partisipatif yang dilaksanakan 

setiap akhir tahun atau 3 bulan sebelum pelaksanaan rembug warga tahunan, 

karena basil review partisipatif ini akan menjadi materi yang dibahas dalam 

rembug warga tahunan sebagai forum tertinggi dalam pelaksanaan 

pemberdayaan di tingkat komunitas dalam PDPM Dusun Sirih Sekapur. 

Menurut Penulis, terdapat 4 kategori dalam hal pencapaian pelaksana 

pemberdayaan masyarakat yaitu kategori awal, kategori berdaya, kategori 

mandiri dan yang terakhir yaitu menuju madani. 

Pada kategori awal masyarakat masih melaksanakan pemberdayaan 

sebagaimana petunjuk pelaksanaan secara utuh dan baru memulai kegiatan 

dan membangun hubungan baik ke dalam maupun ke luar komunitas. Pada 

kategori berdaya masyarakat sudah mulai memiliki tujuan dan rencana serta 

perangkat organisasi serta basis yang cukup kuat untuk berkembang namun 

masih sangat perlu meningkatkan kinerja untuk mencapai perkembangan yang 

lebih tinggi. Pada kategori mandiri masyarakat belum tampak mulai memiliki 

gagasan inovatif dan pandangan ke depan, sedangkan pada kategori madani 

masyarakat sudah memiliki kapasitas yang cukup baik untuk mempertahankan 

eksistensinya menuju kemandirian dan kaberlanjutan. Menurut Ubaedillah 
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dalam Sumaryadi, (2005: 48) menggambarkan karakteristik dalam masyarakat 

madani terdapat persamaan posisi dan hak antar sesama warga, demokrasi 

masyarakat sipil, terdapat sikap toleransi, menghargai pluralisme, serta 

terdapat keadilan sosial. 

Dalam konteks kemandirian yang sesungguhnya maka seharusnya 

masyarakat mampu untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan dalam 

pembangunan dan mampu menge1ola potensi yang dimiliki sehingga 

kondisinya maju dan yang ada sebelumnya. Selama ini penyusunan program 

kegiatan dan pembentukan Kelompok SPP masih cenderung menyesuaikan 

ketersedian dana dan dukungan yang ada yang berasal dari pemerintah, 

sedangkan idealnya program dan kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan riil 

masyarakat disertai strategi dan usaha untuk mencari solusi atas persoalan 

kebutuhan pendanaan dan kebutuhan sumber daya lainnya. 

Sebagaimana disebutkan oleh Wilson dalam Sumaryadi, (2005: 53) 

tentang empat tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap 

awal berupa penyadaran (awakening), tahap kedua sudah mengarah kepada 

pemahaman (understanding), tahap ketiga sudah menuju pada ranah 

pemanfaatan (harnessing) dan tahap yang terakhir yaitu menjadikan proses

proses dalam pemberdayaan masyarakat sebagai suatu kebiasaan (using), 

maka perkembangan proses pemberdayaan masyarakat di Dusun Sirih 

Sekapur sudah menuju kepada tahap ketiga yaitu pemanfaatan. Setelah 

masyarakat menyadari dan mengerti tentang pemberdayaan maka mereka 

memutuskan untuk rnenggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. 
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Untuk dapat dikatakan mencapai tahapan pembiasaan, masyarakat masih 

membutuhkan 1ebih banyak pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas 

mereka sehingga dapat dinyatakan siap untuk secara penuh 

bertangggungjawab dalam pengelolaan pembangunan di tingkat komunitas 

atau dalam lingkup desa/kelurahan. Selama ini tingkat ketergantungan 

masyarakat Dusun Sirih Sekapur untuk minta diarahkan oleh fasilitator 

pendamping masih tinggi, dimana ketika peran fasilitator berkurang maka 

aktivitas dalam masyarakat pun belum benar-benar dapat berjalan secara 

mandiri. 

Ditinjau dari sisi individu masyarakatnya, maka sebuah komunitas dapat 

dikatakan berdaya apabila masing-masing individu masyarakat telah 

memahami konsep pemberdayaan yang ada, sehingga dapat tergerak untuk 

berperan aktif di dalamnya dan lama kelamaan hal tersebut menjadi sebuah 

budaya dan mendarah daging dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Individu-individu masyarakat Dusun Sirih Sekapur yang selama ini aktif 

terlibat atau peduli terhadap program pemberdayaan masyarakat masih 

didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, aktifis pemuda, 

perangkat desa dan tokoh perempuan, sedangkan keterlibatan individu lain 

seperti warga miskin dan kelompok rentan 1ainnya masih kurang, bahkan bisa 

dikatakan sedikit sekali terlibat. 

Untuk mendorong agar proses pemberdayaan bisa melibatkan semua 

eletnen masyarakat terutatna meningkatkan pelibatan masyarakat miskin dan 

kelompok rentan lainnya, maka hal tersebut bisa diatasi melalui pelaksanaan 

pengembangan kapasitas yang dilakukan secara terus menerus dan terpadu 
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dengan tetap memperhatikan atau menyesuaikan karakteristik masing-masing 

individu pada khususnya dan karakteristik komunitas pada umumnya sehingga 

semua elemen dalam masyarakat dapat terlibat secara penuh dalam 

pembangunan di tingkat komunitasnya. 

Menurut Penulis, upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu 

dengan cara: 

1. Meningkatkan kinerja petugas PDPM Dusun Sirih Sekapur yang dilakukan 

dengan menambah jumlah petugas atau menjaga mutu petugas yang 

dikirim untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat untuk ikut aktif 

dalam kegiatan pembangunan. 

2. Pemerintah Daerah Bungo sebagai katalisator harus memberikan dana

dana stimulus pembangunan yang berkelanjutan dan besarnya tidak I 00% 

dari nilai proyek. Dalam membangun, Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bungo juga perlu secara terbuka dan akuntabel memperhatikan aspirasi 

masyarakat, sehingga infrastruktur yang dibangun merupakan keperluan 

masyarakat secara mayoritas. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dapat memberikan pendidikan 

nonformal kepada masyarakat Dusun Sirih Sekapur sebagai upaya 

penguatan modal sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan PDPM, kemudian secara perlahan-lahan mengurasi peran petugas 

PDPM dalam ikut mengambil keputusan, serta meningkatkan intensitas 

kegiatan kepada masyarakat. 

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dapat meningkatkan keberadaan 

jaringan sosial. Dalam jaringan sosial yang berupa organisasi-organisasi 
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kemasyarakatan ini, masyarakat Dusun Sirih Sekapur bisa lebih bertambah 

pengetahuannya untuk mendukung partisipasi yang berupa mobilisasi 

tenaga. 

5. Petugas PDPM Dusun Sirih Sekapur dapat memberikan pelatihan

pelatihan serta gambaran pelaksanaan pembangunan sejenis di tempat lain 

sebagai bahan referensi, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan untuk 

pelaksanaan kegiatan PDPM di Dusun Sirih Sekapur, dan kemudian 

masyarakat Dusun Sirih Sekapur dipandu untuk mengisi pos-pos kegiatan 

PDPM ini. 

Melalui wadah asosiasi yang terorganisir dan independent, masyarakat 

dapat menyusun visi dan misi untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai 

masukan dalam menyusun kebijakan PDPM selanjutnya sekaligus sebagai 

kontrol terhadap produk kebijakan maupun implementasi kebijakan PDPM 

apakah pelaksanaan PDPM tersebut sudah berjalan dengan baik dan benar 

dalam arti berpihak kepada kepentingan rakyat atau tidak. 

Dalam hal upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program 

Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Sirih Sekapur, menurut Penulis, 

yang dapat dilakukan adalah: 

1. Pendekatan sosio kultural masyarakat Dusun Sirih Sekapur 

Upaya dan pendekatan yang dilaksanakan dalam mengembangkan 

partisipasi masyarakat di Dusun Sirih Sekapur adalah melalui pendekatan 

sosio kultural masyarakat setempat, yaitu melalui agenda-agenda yang 

telah berjalan rutin dalam komunitas masyarakat serta pendekatan 

keagamaan. Pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan dalam PDPM Dusun 
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Sirih Sekapur dibarengkan dengan pertemuan rutin warga seperti 

pertemuan RT atau pertemuan tingkat desa lainnya. 

2. Pendekatan keagamaan masyarakat Dusun Sirih Sekapur 

Pendekatan kedua adalah melalui pendekatan keagamaan, dimana di 

Dusun Sirih Sekapur sosok kyai atau tokoh agama masih memiliki peran 

dan pengaruh yang cukup kuat dalam menggerakkan masyarakat. 

Pendekatan tersebut cukup efektif dalam menggerakkan dan 

mempengaruhi masyarakat, namun ditinjau dari sasaran pengembangan 

kapasitas masyarakat secara keseluruhan maka hal tersebut kurang tepat, 

karena apabila seorang tokoh masyarakat atau tokoh agama 

menyampaikan suatu pendapat maka warga yang lain cenderung untuk 

mengikutinya. Hal terse but dikhawatirkan justru memunculkan pendekatan 

top down dalam skala komunitas atau lingkup yang lebih kecil, dimana 

pendapat yang berbeda hanya berani disampaikan oleh sesama tokoh 

masyarakat atau tokoh agama, sehingga masyarakat kelas bawah atau 

masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama program tidak punya 

cukup keberanian dalam mengemukakan aspirasinya. 

Dilihat dari karakteristik sosial masyarakat Dusun Sirih Sekapur 

yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dimana waktu kerjanya 

adalah dari pagi sampai sore hari, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat 

memiliki waktu luang yang lebih banyak untuk aktivitas sosial 

kemasyarakatan adalah pada malam hari, sehingga pertemuan-pertemuan 

yang dilaksanakan juga rata-rata diselenggarakan pada malam hari. 
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Pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan pada malam hari 

biasanya dilaksanakan sehabis Isya. Pelaksanaan pertemuan pada malam 

hari memang membawa kondisi pertemuan masyarakat lebih santai dan 

akrab, namun dilihat dari durasi waktu, maka waktu yang tersedia pada 

pertemuan di malam hari cukup terbatas, apalagi dilaksanakan 

berbarengan dengan kegiatan keagamaan dan kegiatan lain, padahal 

materi-materi yang harus disampaikan kepada masyarakat cukup banyak 

sehingga banyak agenda-agenda yang menjadi ter1ewatkan. 

3. Merubah Sikap dan Cara Pandang Masyarakat 

Kegiatan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan dalam program 

PDPM Dusun Sirih Sekapur pada dasamya adalah untuk mendorong 

masyarakat mempunyai paradigma dan sikap mental yang positif yang 

mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga mereka 

bisa menjadi bagian dari pemecahan masalah yang dilakukan. Kegiatan

kegiatan pelatihan bagi masyarakat di samping dimaksudkan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, diharapkan juga dapat 

membawa kepada perubahan perilaku sehingga dapat melakukan suatu 

kegiatan dengan lebih efektif. 

Sasaran dari pelaksanaan pelatihan pada intinya terjadinya perubahan 

perilaku dan cara pandang masyarakat, untuk itu proses evaluasi yang 

dilaksanakan juga dengan cara menilai sikap dan cara pandang masyarakat 

tersebut, bukan melalui kegiatan-kegiatan evaluatif yang bersifat formal 

dan mengedepankan aspek kognitif semata. Untuk mengetahui sejauh 

mana kegiatan pengembangan kapasitas yang dilakukan dapat 
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mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dapat dilakukan melalui 

pengisian kuesioner yang berisi tanggapan masyarakat pada masing

masing aspek pemberdayaan masyarakat, yang didukung pula dengan 

penjelasan-penjelasan yang lebih detail dari masyarakat yang didapatkan 

melalui wawancara. 

4. Perubahan Kesadaran Masyarakat 

Perubahan kesadaran masyarakat lebih merupakan dampak dari 

serangkaian kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat yang secara 

terns menerus dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan agenda 

pemberdayaan masyarakat yang lain. Menurut Penulis, tingkat kesadaran 

masyarakat Dusun Sirih Sekapur terhadap masalah kemiskinan dan 

pembangunan di lingkungannya cukup tinggi. Kesadaran masyarakat 

untuk peduli terhadap anggota komunitasnya disamping didorong oleh 

serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas yang selama ini 

dilaksanakan juga didukung oleh basis nilai-nilai agama yang melekat kuat 

dalam masyarakat Dusun Sirih Sekapur. 

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan program 

pemberdayaan juga terlihat dari tingkat kekritisan warga dalam 

menyampaikan usulan atau kritik terhadap program-program yang 

dijalankan. Meskipun apabila dilihat secara lebih dekat dapat diketahui 

bahwa warga yang kritis hanya personil itu-itu saja yang notabene 

merupakan kelompok elite warga yang antara lain terdiri dari tokoh 

agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perangkat desa, dan pegawai, 
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namun adanya kelompok warga yang kritis bisa dijadikan sebagai 

pendorong dan pemacu serta sumber pembelajaran bagi anggota 

masyarakat yang lain untuk lebih peduli terhadap permasalahan dalam 

komunitasnya. 

Tingkat kesadaran masyarakat untuk lebih mengutamakan 

kepentingan umum daripada kepentingan pribadi juga nampak dari 

program-program yang sifatnya general dan tidak hanya menguntungkan 

satu kelompok saja, hal ini dapat terlihat dari program pembangunan 

infrastruktur jalan berupa kegiatan pengaspalan yang lebih mengutamakan 

pemerataan untuk semua wilayah atau RT. Menurut Penulis, dilihat dari 

sasaran program hal ini kurang tepat karena sebenamya kelompok sasaran 

utama dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seharusnya adalah 

masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya, sehingga prioritasi dalam 

menentukan kegiatan seharusnya mengacu pada kegiatan yang dampaknya 

dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat secara langsung. 

Motivasi masyarakat untuk melakukan perubahan menuju kondisi 

yang lebih baik secara umum cukup rendah, dimana masyarakat bersedia 

secara sukarela terlibat dan menjadi bagian dari program tanpa upah atau 

insentif apapun sangatlah sedikit. Dilihat dari aspek kemandirian, maka 

motivasi yang dimiliki masyarakat masih belum cukup kuat, hal ini dapat 

dilihat dari adanya keluhan terhadap berkurangnya peran fasilitator 

kelurahan, sehingga bisa dikatakan masyarakat masih belum cukup 

mandiri dan masih memerlukan dukungan dari pihak lain untuk menjaga 

agar motivasi yang dimiliki masyarakat tidak padam atau hilang. 
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I. Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Sirih 

Sekapur Guna, diperoleh bahwa fakta di lapangan, program PDPM di 

Dusun Sirih Sekapur lebih terfokuskan pada misi ke 4, yaitu peningkatan 

kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi 

masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan program PDPM di 

Dusun Sirih Sekapur pada tahun 2014, yaitu pembangunan drainase 

dengan panjang 730 meter dengan anggaran Rp. I 00 juta dan progressnya 

sudah mencapai 70%. Hal tersebut dikarenakan 4 (empat) hal, yaitu: (a) 

Komunikasi yang kurang antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo 

dengan masyarakat Dusun Sirih Sekapur; (b) Sumber daya yang kurang, 

baik dari SDM maupun dari pembiayaan; (c) Disposisi, yaitu Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bungo tidak pernah melibatkan masyarakat Dusun 

Sirih Sekapur dalam penyusunan program-program PDPM Dusun Sirih 

Sekapur; (d) Struktur birokrasi yang tidak baik dengan tidak adanya 

skenario dan strategi pelaksanaan program PDPM Dusun Sirih Sekapur. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan misi Program Daerah Pemberdayaan 

Masyarakat di Dusun Sirih Sekapur, yaitu (I) Kurang terbukanya para 

pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses pernbangunan yang 

menganggap masyarakat hanya sekedar obyek pembangunan; (2) 

Masyarakat yang mengharapkan insentif; (3) Masyarakat tidak terorganisir 
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dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif 

dalam preses pengambilan keputusan. 

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan cara: {I) 

Meningkatkan kinelja petugas PDPM Dusun Sirih Sekapur yang dilakukan 

dengan menambah jumlah petugas atau menjaga mutu petugas yang 

dikirim untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat untuk ikut aktif 

dalam kegiatan pembangunan; (2) Pemerintah Daerah Bungo sebagai 

katalisator harus memberikan dana-dana stimulus pembangunan yang 

berkelanjutan dan besarnya tidak 100% dari nilai proyek; (3) Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bungo dapat memberikan pendidikan nonformal 

kepada masyarakat Dusun Sirih Sekapur sebagai upaya penguatan modal 

sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PDPM; 

(4) Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dapat meningkatkan keberadaan 

jaringan sosial; (5) Petugas PDPM Dusun Sirih Sekapur dapat memberikan 

pelatihan-pelatihan serta gambaran pelaksanaan pembangunan sejenis di 

tempat lain sebagai bahan referensi, sehingga akan menjadi bahan 

pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan PDPM di Dusun Sirih Sekapur, 

dan kemudian masyarakat Dusun Sirih Sekapur dipandu untuk mengisi 

pos-pos kegiatan PDPM ini. 

B. Saran 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu dilakukan kajian ulang 

terhadap program-program PDPM Dusun Sirih Sekapur dengan cara 

melibatkan masyarakat Dusun Sirih Sekapur dalam penyusunan program

program PDPM Dusun Sirih Sekapur, agar lebih meningkatkan program 
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pelatihan pembangunan pertanian agar menumbuhkan swadaya dan 

swakarsa masyarakat dalam pembangunan Dusun Sirih Sekapur, sehingga 

visi dan misi dari PDPM Dusun Sirih Sekapur dapat terwujud dengan baik. 

2. Dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat Dusun Sirih Sekapur 

dalam pelaksanaan program PDPM Dusun Sirih Sekapur, Pemerintah 

Kabupaten Bungo dapat memanfaatkan tokoh masyarakat Dusun Sirih 

Sekapur untuk turut terjun ke lapangan dan mengajak serta masyarakat 

untuk ikut mensukseskan program PDPM Dusun Sirih Sekapur, sehingga 

kesadaran, sikap dan cara pandang masyarakat Dusun Sirih Sekapur dapat 

berubah dari tidak peduli menjadi aktif dalam pelaksanaan program PDPM 

Dusun Sirih Sekapur. 
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